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Abstrak

Epistemologi dalam filsafat ilmu merujuk pada kajian tentang asal-usul, hakikat, dan batasan
pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu diperoleh, diproses, dan divalidasi. Dalam konteks
hukum keluarga Islam, epistemologi memainkan peran penting dalam memahami sumber-sumber
hukum Islam, seperti Al-Qur’an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan giyas (analogi). Pendekatan
epistemologi dalam hukum keluarga Islam berfungsi untuk menilai sejauh mana pengetahuan
mengenai hukum dapat diperoleh melalui wahyu ilahi dan akal manusia. Aplikasi epistemologi ini
sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak
waris, dan hak-hak anak, yang semakin berkembang di era modern. Dengan demikian, pemahaman
epistemologi yang mendalam dalam hukum keluarga Islam memungkinkan para ulama dan praktisi
hukum untuk merumuskan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, sekaligus
menyesuaikan dengan dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
konsep epistemologi dalam filsafat ilmu dan bagaimana aplikasinya dalam menyelesaikan masalah
hukum keluarga dalam perspektif Islam.
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PENDAHULUAN

Filsafat ilmu adalah disiplin ilmu yang mengkaji hakikat, sumber, dan struktur
pengetahuan. Dalam konteks ini, epistemologi menjadi salah satu cabang utama yang
memfokuskan diri pada teori pengetahuan. Epistemologi tidak hanya membahas bagaimana
manusia memperoleh pengetahuan, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu dapat dibenarkan,
diuji, dan diterima sebagai kebenaran. Sebagai salah satu aspek penting dalam filsafat ilmu,
epistemologi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, termasuk
hukum. Dalam kehidupan manusia, pengetahuan memainkan peran yang sangat penting
karena ia merupakan alat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam upaya memperoleh pengetahuan, manusia tidak hanya
mengandalkan pengalaman langsung, tetapi juga menggunakan berbagai metode logis, ilmiah,
dan rasional yang berlandaskan epistemologi.

Epistemologi berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi berbagai informasi dan
pengetahuan yang diterima oleh manusia. Dalam rangka memperoleh pengetahuan yang sahih
dan bermanfaat, manusia harus dapat membedakan mana pengetahuan yang benar dan mana
yang salah. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks ilmu hukum, terutama dalam hukum
keluarga Islam. Hukum keluarga Islam mengatur aspek-aspek kehidupan sosial umat Islam,
seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan hak-hak anak. Semua aturan ini berasal dari
sumber-sumber hukum yang tertulis, seperti Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan giyas. Oleh karena
itu, penerapan epistemologi dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, epistemologi berperan dalam memastikan bahwa
pemahaman terhadap teks-teks hukum Islam tidak hanya bersifat literal, tetapi juga
kontekstual dan relevan dengan keadaan sosial yang terus berkembang. Sebagai contoh,
persoalan perceraian, hak waris, atau peran perempuan dalam keluarga sering kali melibatkan


mailto:Lukman04051995@gmail.com1
mailto:sayehu.banten@gmail.com2

JU rnal Ke_b” akan Vol. 9 No. 1 Tahun 2025
Reformasi Hukum ISSN : 21102140

interpretasi terhadap hukum Islam yang perlu dikaji secara epistemologis untuk menghasilkan
solusi yang adil dan tepat. Selain itu, epistemologi juga memberikan wawasan tentang
bagaimana ulama dan cendekiawan Islam dapat menggali pengetahuan dari sumber-sumber
yang ada dengan cara yang sistematis, rasional, dan berbasis pada metode ilmiah yang kuat.

Salah satu penerapan epistemologi dalam hukum keluarga Islam adalah dengan
menggali tafsiran terhadap teks-teks agama, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis, yang
berkaitan dengan masalah keluarga. Melalui pendekatan epistemologis, kita dapat
mengidentifikasi makna yang lebih mendalam dari teks-teks tersebut, sekaligus memastikan
bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat Islam
saat ini. Oleh karena itu, epistemologi bukan hanya sekadar alat untuk memahami pengetahuan
secara teoritis, tetapi juga menjadi sarana praktis dalam merumuskan hukum yang dapat
memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan keluarga.

Dengan demikian, pembahasan tentang konsep epistemologi dalam filsafat ilmu dan
aplikasinya dalam hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan. Di dalamnya terkandung
harapan agar prinsip-prinsip epistemologi dapat diterapkan dengan baik untuk menghasilkan
pemahaman yang benar dan solusi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, terutama
dalam masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan keluarga. Dengan menggunakan
pendekatan epistemologis, kita dapat mengoptimalkan pemahaman terhadap hukum Islam,
agar hukum keluarga Islam dapat terus berkembang dan relevan dengan dinamika kehidupan
yang ada.

METODE

Metode penelitian pustaka adalah teknik yang mengandalkan kajian terhadap sumber-
sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik
penelitian. Dalam penelitian ini, metode pustaka digunakan untuk mengkaji konsep
epistemologi dalam filsafat ilmu dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam. Peneliti
mengumpulkan data dari buku-buku yang membahas teori epistemologi serta literatur tentang
hukum keluarga Islam. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap sumber-sumber tersebut untuk
memahami teori dan penerapan epistemologi dalam konteks hukum keluarga Islam.

Penelitian pustaka ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi
lapangan, melainkan hanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang
sudah ada. Analisis dilakukan dengan mengkritisi dan menggabungkan berbagai pemikiran
yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara
epistemologi dan hukum keluarga Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman teoretis
yang ada serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga
Islam dengan dasar epistemologi yang kuat.

PEMBAHASAN
1. Konsep Epistemologi dalam Filsafat IImu

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, asal-usul, dan batasan
pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, epistemologi berfungsi untuk memeriksa bagaimana
pengetahuan diperoleh, diterima, dan diuji kebenarannya. Secara garis besar, epistemologi
terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme berpendapat
bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, artinya pengetahuan datang dari
pengamatan terhadap dunia luar menggunakan panca indera. Aliran ini menekankan
pentingnya pengalaman konkret sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan yang sahih.
Sebagai contoh, pandangan ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti John Locke dan
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David Hume yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi.

Di sisi lain, rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal
budi atau logika yang bersifat apriori, tanpa bergantung pada pengalaman indrawi.
Rasionalisme menganggap bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk memahami
kebenaran yang tidak bisa dicapai hanya melalui indra. Tokoh rasionalisme seperti René
Descartes berargumen bahwa pengetahuan yang benar bersumber dari prinsip-prinsip yang
jelas dan dapat dibuktikan melalui proses berpikir yang rasional.

Namun, dalam konteks epistemologi Islam, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencakup
seluruh spektrum pengetahuan yang diyakini dalam agama Islam. Epistemologi Islam tidak
hanya mengandalkan pengalaman indrawi ataupun rasionalisme semata, tetapi lebih
menekankan pada wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Wahyu, yang tertuang dalam
Al-Qur’an dan hadis, dianggap sebagai pengetahuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu
serta memberikan petunjuk yang pasti bagi umat manusia.

Dalam epistemologi Islam, wahyu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling
valid dan dapat dipercaya, karena berasal langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, para ulama
dan cendekiawan Muslim dalam mengembangkan pemahaman terhadap wahyu menggunakan
pendekatan epistemologis yang lebih luas, yang mencakup analisis terhadap teks-teks suci
(tafsir), konteks sejarah (asbabun nuzul), serta relevansi ajaran dalam kehidupan kontemporer.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan bahwa prinsip-
prinsip Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi masalah-masalah baru yang
muncul dalam masyarakat.

Secara khusus, dalam memahami Al-Qur’an dan hadis, pendekatan epistemologi Islam
sering kali melibatkan dua hal: pertama, penafsiran terhadap teks secara kontekstual, dengan
mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan budaya yang ada saat teks tersebut diturunkan;
kedua, relevansi ajaran tersebut dalam konteks kehidupan masa kini. Dalam hal ini,
epistemologi Islam menggabungkan pendekatan rasionalisme dan empirisme, namun dengan
penekanan yang kuat pada wahyu sebagai sumber pengetahuan utama. Hal ini membedakan
epistemologi Islam dengan aliran filsafat lain yang lebih mengutamakan pengalaman indrawi
atau akal semata.

Sebagai contoh, dalam memahami hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam, para
ulama menggunakan pendekatan epistemologis untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an
yang berkaitan dengan hak-hak individu, pernikahan, perceraian, dan warisan. Penafsiran ini
tidak hanya mengandalkan teks literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, epistemologi Islam tidak hanya
mempertahankan relevansi ajaran-ajaran agama, tetapi juga memungkinkan pembaharuan
hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual.

2. Penerapan Epistemologi dalam Penyelesaian Masalah Hukum Keluarga Islam

Penerapan epistemologi dalam hukum keluarga Islam memberikan dasar teori yang kuat
untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam masyarakat
kontemporer. Epistemologi berfungsi untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan teks-
teks agama secara lebih fleksibel dan dinamis, guna mencari solusi yang relevan dengan
masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Epistemologi, yang menggabungkan wahyu (Al-
Qur'an dan hadis) dengan akal sehat, memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum
keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

Salah satu contoh penting penerapan epistemologi dalam hukum keluarga Islam adalah
dalam masalah perceraian. Dalam konteks ini, epistemologi berperan untuk
menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang hak-hak
perempuan dan laki-laki dalam perceraian, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak asuh
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anak, serta hak untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta. Dalam hal ini,
interpretasi tekstual yang murni dari wahyu harus dipadukan dengan pertimbangan akal sehat
dan konteks sosial yang ada, agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan
agama, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Misalnya, meskipun ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa perceraian adalah tindakan
yang dibenci oleh Allah, namun dalam situasi tertentu yang mengancam kesejahteraan
keluarga atau salah satu pihak, perceraian dapat dianggap sebagai solusi yang sah.
Epistemologi berperan dalam memahami bahwa meskipun perceraian diharamkan dalam
Islam, namun tetap diberikan jalan keluar yang adil, seperti hak-hak finansial bagi perempuan
dan perlindungan terhadap hak asuh anak. Proses pemahaman ini melibatkan pendekatan
rasional yang melihat bukan hanya teks agama, tetapi juga konteks sosial dan ekonomi yang
berkembang di masyarakat.

Selain itu, epistemologi juga memandu para ulama untuk mengeksplorasi ajaran-ajaran
agama yang mungkin tidak hanya berlaku di masa lalu, tetapi juga relevan dengan masalah
yang dihadapi umat Islam di zaman sekarang. Misalnya, dalam masalah hak waris, meskipun
sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan, namun dalam
beberapa kasus, pendekatan epistemologis dapat membantu dalam menentukan bagaimana
pembagian tersebut dapat diterapkan secara adil, terutama dalam situasi-situasi yang
melibatkan perbedaan status sosial atau kesulitan ekonomi.

Dalam penerapan hukum keluarga Islam, pendekatan epistemologi memungkinkan
hukum tersebut berkembang lebih dinamis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif,
seperti hukum positif, budaya lokal, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, ulama
dan praktisi hukum Islam perlu terus memperbaharui pemahaman mereka terhadap
epistemologi Islam agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi
yang adil bagi umat Islam. Sebagai contoh, dalam menyikapi fenomena perkawinan dini,
hukum keluarga Islam harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan norma sosial dan
hukum negara, sehingga tetap menghormati prinsip-prinsip agama tanpa mengabaikan hak-
hak individu, terutama perempuan dan anak-anak.

Epistemologi juga memungkinkan para praktisi hukum keluarga Islam untuk menjawab
tantangan baru yang muncul dalam masyarakat, seperti permasalahan keluarga dalam era
modern, perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah hak-hak perempuan
dalam pernikahan. Dengan menggunakan pendekatan epistemologi yang fleksibel, hukum
keluarga Islam dapat dijadikan instrumen yang lebih adil, relevan, dan kontekstual dalam
menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kompleks.

3. Epistemologi Filsafat Ilmu Dalam Pengeaplikasian Hukum Keluarga Islam.

Berbicara tentang epistemology filsafat, tentu sudah bukan sesuatu yang asing lagi yang
kita dengar, apalagi mengkaitkan dengan pengeaplikasiannya dalam hukum keluarga islam,
disini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keterikatan antara dua sub ini sendiri.

Masalah poligami, disini saya mencoba menggunakan pendapat dari Khalil Abd al-
Karim yang mengkaitkan dengan epistemologi filsafat ilmu. Beliau berpendapat bahwa pada
masa pra islam bangsa arab tidak memberikan batasan maksimum dalam hal jumlah istri beda
dengan yang sekarang. Poligami sendiri adalah praktik menikah lebih dari satu pasangan
dalam waktu yang bersamaan.

Dalam kerangka filosofisnya, asas perkawinan dapat di pahami sebagai perpaduan dari
dua jenis unsur manusia. Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sarat dengan rambu-
rambu nilai yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang terlibat khususnya suami istri demi
mencapai kehidupan yang tentram dan damai dalam bingkai keluarga sakinah. Salah satu asas
yang menarik untuk di cermati dari berbagai asas hukum perkawinan tersebut adalah asas
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monogamy terbuka yang dalam kerangka teologis normatinya tertuang pada surah an-nisa 3 :

Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah)
seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
untuk tidak berbuat zalim.

Dalam kerangka filosofisnya, meskipun ayat di atas memberikan keniscayaan untuk
melakukan poligami, namun ayat tersebut memberikan indikasi penekanan bahwa
kecendrungan untuk tidak bisa berlaku adil di antara para wanita yang di peristri apabila
poligami di lakukan. Istilah lainya menjadi warning bagi seorang suami untuk tidak melakukan
poligami. Sebaliknya bagi pihak istri tidak menentang ketentuan nas mengenai keniscayaan
praktek poligami, khususnya bagi wanita yang berpropesi sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam konteks adanya pintu untuk berpoligami, yang menarik kemudian untuk cermati
adalah bahwa pemerintah dalam orde baru, melalui PP. No0.45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang
merupakan perubahan PP. No. 10 Tahun 1983 melarang secara tegas wanita yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga,dan keempat.

KESIMPULAN

Penerapan epistemologi filsafat ilmu dalam hukum keluarga Islam memberikan
kerangka berpikir yang komprehensif untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip
Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah-masalah kompleks seperti
poligami. Epistemologi, yang mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh dan diterima,
berperan penting dalam menafsirkan teks-teks agama dengan memperhatikan konteks sosial
dan sejarah yang berkembang. Dalam hal poligami, meskipun Al-Qur'an memberikan ruang
bagi praktik ini, namun epistemologi filsafat ilmu menekankan perlunya keadilan dan
tanggung jawab dalam implementasinya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Khalil Abd al-Karim memberikan pandangan bahwa poligami pada masa pra-Islam tidak
terbatas, namun dalam Islam, poligami dibatasi dengan prinsip keadilan terhadap istri-istri
yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga
fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Interpretasi terhadap teks
agama harus dilakukan dengan pendekatan epistemologis yang mencakup aspek rasional,
historis, dan kontekstual.

Selain itu, kebijakan negara seperti pelarangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada masa Orde Baru, meskipun tidak sesuai dengan teks agama, mencerminkan upaya
untuk mengharmoniskan hukum Islam dengan dinamika sosial dan keadilan gender. Dalam
konteks ini, epistemologi filsafat ilmu membantu menciptakan keseimbangan antara ajaran
agama dan realitas sosial, sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan, adil, dan aplikatif di
era modern.

Secara keseluruhan, penerapan epistemologi filsafat ilmu dalam hukum keluarga Islam
memungkinkan hukum tersebut untuk terus berkembang, mempertimbangkan berbagai aspek
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi umat
Islam.

Saran

Untuk meningkatkan penerapan epistemologi filsafat ilmu dalam hukum keluarga Islam,
perlu diperkuat pendidikan epistemologi bagi ulama, akademisi, dan praktisi hukum agar
mereka dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks yang relevan
dengan perkembangan zaman. Selain itu, dialog antar-bidang, seperti filsafat, hukum Islam,
dan sosiologi, sangat penting untuk menciptakan solusi hukum keluarga yang lebih
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komprehensif dan responsif terhadap masalah sosial yang ada. Penelitian lebih lanjut
mengenai penerapan epistemologi dalam berbagai persoalan hukum keluarga, seperti poligami
dan hak waris, juga perlu dilakukan agar hukum keluarga Islam semakin relevan dan aplikatif.
Fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam, tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran agama,
juga penting untuk menyesuaikan dengan tantangan sosial modern. Terakhir, penyuluhan
kepada masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan keadilan sosial akan membantu
meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum yang adil, sesuai dengan konteks sosial dan
budaya yang ada
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